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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan 

implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan 

kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya 

pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki korelasi 

antara berbagai upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam 

menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945, Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang 

mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada 

masyarakat perlu makin ditingkatkan.  

Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana 

terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul. Untuk itu hukum dijadikan 

sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.Proses 

penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi 

perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, 

adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan 

perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan 

kehidupan masyarakat yang tidak menganggap 3 hukum sebagai jaminan 

keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. Berbagai kasus merebak 
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sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di 

berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan 

hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan 

tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. 

Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan 

hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. 

Ketimpangan hukum memicu seseorang dapat melakukan kejahatan baik 

yang dilakukan oleh perseorangan ataupun berkelompok. Salah satu kejahatan yang 

terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Pada dasarnya Doktrin para ahli hukum 

memberikan penafsiran bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang ditujukan 

dengan sengaja oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk 

memberikan rasa sakit maupun menyebabkan luka yang mana perbuatan tersebut 

adalah maksud dan tujuan dari perbuatan si pelaku. Sikap batin pelaku dalam 

penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, 

juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. 

Dalam KUHPid Penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 – 355 terdiri dari :  

- Penganiayaan biasa, menyebabkan luka sampai pada meninggal yang 

diatur Pasal 351 KUHP.  

- Penganiayaan ringan diatur Pasal 352 KUHP  

- Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 353 KUHP   

- Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP 

- Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP    
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Pada wilayah  hukum Polres Pohuwato pada tahun 2019 telah menangani 

sebanyak 33 kasus penganiayaan tentunya  setiap kasus tersebut memiliki beberapa 

motif yang mendasari para pelaku melakukan perbuatan tersebut. Adapun rincian  

ya dapat dilihat dalamn tabel berikut : 

Tabel 1 Data kasus penganiayaan di Polres Pohuwato tahun 2019 

No Bulan Jumlah Kasus  

1 Januari - 

2 Februari - 

3 Maret  4 

4 April  5 

5 Mei 3 

6 Juni 4 

7 Juli 4 

8 Agustus - 

9 September 2 

10 Oktober 1 

11 November 8 

12 Desember 2 

Jumlah 33 

Sumber : Polres Pohuwato 2021 

Dаlаm penelіtіаn іnі penulіs tertаrіk untuk melаkukаn penelіtіаn yаng 

berkаіtаn dengаn аspek penyebаb seseorang melаkukаn kejаhаtаn khususnyа 

penganiayaan аtаu dengаn kаtа lаіn penelіtіаn іnі melаluі kаjіаn krіmіnologі. 

Dаlаm аspek krіmіnologі tіdаk hаnyа melіhаt dаrі sіsі pelаnggаrаn аturаn 

yаng telаh аdа dі dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn sаjа. Nаmun jugа tіngkаh 

lаku yаng oleh mаsyаrаkаt tіdаk dіsukаі, meskіpun tіngkаh lаku tersebut bukаn 

merupаkаn suаtu pelаnggаrаn dаlаm hukum pіdаnа. Dengаn demіkіаn, dаpаt 

dіаmbіl suаtu kesіmpulkаn bаhwа dаlаm mempelаjаrі іlmu krіmіnologі mencаkup 

tіgа hаl yаіtu penjаhаt, kejаhаtаn dаn reаksі mаsyаrаkаt terhаdаp keduаnyа. Oleh 

kаrenа іtu, penulіs tertаrіk untuk mencаrі tаhu аpа sаjа yаng menjаdі fаktor 
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penyebаb seseorang melаkukаn tіndаk pіdаnа penganiayaan dіtіnjаu dаrі sіsі 

krіmіnologі. 

Berdаsаrkаn urаіаn lаtаr belаkаng tersebut, penulіs tertаrіk untuk mengkаjі 

permаsаlаhаn tersebut dengаn judul Tіnjаuаn Krіmіnologіs Terhаdаp Tindak 

Pidana Penganiayaan (Studі dі Polres Pohuwаto) 

1.2. Rumusаn Mаsаlаh 

Аdаpun rumusаn mаsаlаh dаlаm usulаn penelіtіаn іnі аdаlаh : 

1. Fаktor – fаktor аpаkаh yаng menjаdі penyebаb terjаdіnyа tіndаk pіdаnа 

penganiayaan dі Kаbupаten Pohuwаto? 

2. Bаgаіmаnаkаh upаyа Kepolіsіаn Resor Pohuwаto untuk menаnggulаngі 

tіndаk pіdаnа penganiayaan? 

1.3. Tujuаn Penelіtіаn 

Аdаpun Tujuаn dаlаm usulаn penelіtіаn іnі аdаlаh : 

1. Untuk mengetаhuі dаn mengаnаlіsіs fаktor – fаktor yаng menjаdі penyebаb 

terjаdіnyа tіndаk pіdаnа penganiayaan dі Kаbupаten Pohuwаto. 

2. Untuk mengetаhuі dаn mengаnаlіsіs Upаyа Kepolіsіаn Resor Pohuwаto 

untuk menаnggulаngі tіndаk pіdаnа penganiayaan 

1.4. Mаnfааt Penelіtіаn 

Mаnfааt Penelіtіаn іnі аdаlаh: 

а. Mаnfааt Teorіtіs: 

- Dengаn аdаnyа hаsіl penelіtіаn іnі nаntіnyа dаpаt memberіkаn sumbаngsіh 

terhаdаp perkembаngаn іlmu pengetаhuаn, khususnyа terhаdаp іlmu 

krіmіnologі dаn hukum pіdаnа. 
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- Dengаn аdаnyа penelіtіаn іnі nаntіnyа dаpаt dіjаdіkаn sebаgаі pedomаn 

dаlаm penelіtіаn lаіn yаng sesuаі dengаn bіdаng penelіtіаn yаng penulіs 

telіtі. 

b. Mаnfааt Prаktіs 

Dіhаrаpkаn dаpаt dіgunаkаn sebаgаі іnformаsі bаgі mаsyаrаkаt dаn/аtаu 

lembаgаyаng berwenаng membuаt produk hukum sebаgаі dаsаr pertіmbаngаn 

dаlаm membuаt produk hukum yаng bаru аtаu mengubаh yаng sudаh аdа. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kriminologi dan Kejahatan 

Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli 

antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “crimen” yang 

berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. 

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, 

masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup 

dalam kriminologi. 

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai 

berikut (A.S, Alam, 2010:1-2): 

• Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge 

regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi 

adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja 

dan kejahatan sebagai gejala sosial). 

• J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-

musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 

• WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 

senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 



7 
 

• Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala 

kejahatan seluas-luasnya. 

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal 

yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan 

ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi 

masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita). 

Ke dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak 

hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu 

ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari 

psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula 

masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang 

membahas hal yang bersangkut-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang 

tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang 

sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi 

merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Thorsten Sellin 

(Simandjuntak, 1980:9) menyatakan bahwa criminology a king without a country 

(seorang raja tanpa daerah kekuasaan). 

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan 

sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses 

Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) 

yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. 

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah 

kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut 
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kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh 

negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan 

keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu 

itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. 

Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus 

dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan 

sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut 

mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan 

masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya. 

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain 

pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada 

suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak 

lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu 

tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan 

kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan 

kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan 

dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi 

sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi juridis bukan kejahatan. Menurut 

Simandjuntak (1980:10) ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis). 

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau 

murni), berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah ilmu 
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pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya 

yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab 

dari gejala tersebut. 

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan 

yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan 

tersebut yaitu perumusan daripada berbagai kejahatan itu, tidak menarik 

perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, 

yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu 

pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam 

semua hal yang berhubungan dengan homosapien). Juga disini hendaknya kita 

menaruh perhatian dan simpati kepada manusia yang mau mengabdikan 

pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia. 

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai 

kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul 

Moekdikdo (Soedjono, 1975:5) merumuskan sebagai berikut: 

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut 

ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan 

tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.” 

Selanjutnya menurut Mulyana W. Kusuma (1984:19) ada beberapa rumusan 

dan definisi dari berbagai ahli kriminologi Garafalo misalnya yang merumuskan 

kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat kejahatan 

sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat 
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pelaku menjadi anggota, Redeliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu 

pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana sedangkan Bonger 

menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan 

memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi. 

Kriminolog kritis Mulyana W. Kusuma (1984:55) mengemukakan bahwa 

kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat. 

Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan 

beberapa pendapat dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Thorsten Sellin berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat 

memenuhi tuntutan ilmuan dan suatu dasar yang lebih baik bagi 

perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari 

norma-norma kelakuan (CondactNorm), karena konsep norma-

norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga 

seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok 

normatif manapun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan 

politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.  

2. Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka 

hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan 

adalah suatu tindakan sengaja atau omissi. Dalam pengertian ini 

seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan 

harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk 

bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu 
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kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula 

harus ada niat jahat. 

3. Merupakan pelanggaran hukum pidana: 

a. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran 

yang diakui secara hukum. 

b. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau 

pelanggaran. 

4. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah 

perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang 

merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan 

hukuman sebagai upaya pemungkas. 

5. Herman Manheim menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah 

sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang 

informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni 

pengertian hukum terlalu luas. 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu batasan sangat 

memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula menunjang pokok 

masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh 

memberi batasan sebab suatu batasan dianggap dapat dijadikan sebagai landasan 

atau tolak pangkal dari pembahasan selanjutnya. Dari beberapa pendapat di atas 

nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai 

pengertian kejahatan, sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima 

secara umum oleh para kriminolog. 



12 
 

Setelah penulis membaca dan memahami pendapat dari beberapa ahli 

tentang rumusan dan definisi mengenai kejahatan, penulis menarik kesimpulan 

bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda. 

Perbedaan luas dan sempit batasan diberikan tergantung dari sudut mana kejahatan 

tersebut dipandang. 

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti 

sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi 

pengertian kejahatan dalam arti sosiologis. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua pengertian kejahatan 

tersebut sebagai berikut: 

1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis     

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku 

atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan 

masih banyak lagi. 

Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 2 KUHPidana jelaslah 

bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHPidana misalnya pencurian 

adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam 

Pasal 362 KUHPidana seperti yang telah dirumuskan oleh R. Soesilo (1995:249) 

adalah sebagai berikut: 

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 

banyak sembilan ratus rupiah.”  
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'Jelaslah bahwa yang dipersalahkan mencuri adalah mereka yang 

melakukan perbuatan kejahatan dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana. 

Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar 

ketentuan pidana. 

2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis 

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan 

secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas 

pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (Inmoril) 

merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam 

perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, 

selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi 

kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan 

dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan 

atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang 

atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. 

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku inmoril 

atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang. Subyektif apabila 

dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada 

umumnya. 

2.2. Teori-Teori Sebab Kejahatan 

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam (2010:45) dikelompokkan 

menjadi sebagai berikut: 

1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 

2. Cultural Deviance(penyimpangan budaya). 
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3. Social Control (kontrol sosial). 

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada 

kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan 

aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal 

saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh 

anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai 

budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting 

adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak 

mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan 

tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi 

frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate 

means). 

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim 

bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, 

yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai 

konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai 

mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional 

dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara itu pengertian teori 

kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang 

dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur 

keluarga, pendidikan dan kelompok domain. 

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden 

(A.S Alam, 2010:46) berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang 

sedang berkembang adalah sebagai berikut: 
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a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya 

cukup besar dan sukar dicegah. 

b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 

norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial 

yang cepat, terutama di kota-kota besar. 

c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada 

pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat 

terutama remajanya menghadapi ‘samarpola’ (ketidaktaatan pada 

pola) untuk menentukan prilakunya. 

 

2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus 

mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 

Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia 

disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan 

bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan 

respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya. 

Menurut A.S Alam (2010:79-80) penanggulangan kejahatan empirik terdiri 

atas tiga bagian pokok, yaitu: 

1. Pre-Emtif 

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya 

awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 

kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 

seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
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tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, 

faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan 

ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah 

kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu 

lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan 

lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang 

berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, 

Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif 

faktor niat tidak terjadi. 

2. Preventif 

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 

pre-emtifyang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 

menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada 

orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena 

motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan 

demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 

dalam upayapreventif kesempatan ditutup. 

3. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman. 
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2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, 

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada resmi tentang 

apa yang dimakasud strafbaarfeit itu. Menurut Adami Chazawi, Strafbaarfeit, 

terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari istilah yang digunakan sebagai 

terjemahan dari strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan 

hukum.  Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu 

untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 

(Adami Chazawi, 2010:67). 

Sedangkan menurut Lamintang Kata “feit” itu sendiri di dalam bahasa 

Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau “een gedeelte van de 

werkelijkheid”, sedangkan“strafbaar” berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara 

harafiah sebutan “strafbaar feit” diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum,” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena 

kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia 

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, bukan perbuatan ataupun tindakan. 

(Lamintang, 1997:181) 

Berikut ini adalah beberapa pengertian strafbaar feit dari para ahli 

(Lamintang, 1997:181) : 

a. Hazewinkel Suringa: strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia 

yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan 
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hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan 

oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 

bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang. 

b. Pompe: memberikan batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. 

Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum. 

c. Simons: strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan 

yang dapat dihukum. 

d. Vos: strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang 

dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.    

e. Moeljatno: menterjemahkan strafbaar feit menjadi perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga 

dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. 

f. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah 
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perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang 

dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana 

adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. 

g. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah 

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan 

lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan. 

h. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mepergunakan istilah 

peristiwa pidana  adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan 

pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan 

ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat). 

i. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum 

pidana Belanda yang memberi pengertian strafbaar feit, yakni 

menurut Simons bahwa strafbaar feit terjemahan peristiwa pidana 

adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 

(schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab. 

Menurut Van Hamel, “strafbaar feit”itu sendiri terdiri atas handeling dan 

gevolg (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda 

dengan “perbuatan pidana” sebab dalam hal ini tidak dihubungkan dengan 

kesalahan yang merupakan pertanggungajawaban pidana bagi orang yang 

melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya 

perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah 

yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini 



20 
 

tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, 

yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari 

pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Pertanggungjawaban 

pidana tidaklah cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di 

samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. (Moeljatno, 

1993:56-57) 

Menurut Bambang Purnomo yaitu Perbuatan pidana merupakan suatu 

istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai 

istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 

peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 

peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan 

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat (Bambang Purnomo, 1994:16) 

Menurut Cristhine dan Cansil (2007: 38), mengemukakan bahwa : Selain 

harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling 

(perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), 

toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab), 

dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan). 

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan 

pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang 

dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis ”tidak dipidana jika tidak 

ada kesalahan”. 
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Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris criminal act (Andi 

Hamzah, 2005 : 32) dengan alasan: 

a. Bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan 

kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh 

hukum. 

b. Karena criminal act juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban 

pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility juga 

untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan 

perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (guilt). 

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak 

dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan 

(suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada 

hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak 

dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat 

itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang 

menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan 

kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.  
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2.4.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana  

Tindak pidana dalam bahasa asing disebut dengan Delict, dan yang berlaku 

sekarang di Indonesia dikenal dengan istilah Delik. Agar suatu perbuatan dapat 

dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang dapat 

menggambarkan dengan jelas uraian mengenai perbuatan tersebut. Jika kita 

berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, 

maka pertama kali yang dapat kita lihat adalah disebutkannya suatu tindakan 

manusia (subjek tindak pidana), dimana dengan tindakannya itu seseorang telah 

melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang. Unsur-unsur dari 

suatu tindak pidana terbagi menjadi 2 golongan, yaitu unsur subjektif dan unsur 

objektif yaitu : (Lamintang, 1997:193)  

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 

seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
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2. Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 

Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 

a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 

terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 

b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 Selain dari Lamintang, Simons (Andi Hamzah, 2004: 88), merumuskan 

unsur-unsur tindak pidana :  

a. Diancam pidana oleh hukum;  

b. Bertentangan dengan hukum;  

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan d. Orang itu dipandang dapat 

bertanggungjawab atas perbuatannya. 

 Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting 

kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang bestanddelen van het delict atau 

bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan 

elementen van het delict atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam 

rumusan delik tetapi harus dpandang sebagai asas-asas 

 Yang dimaksud dengan elementen van het delict adalah (Lamintang, 1997 : 

196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di 

dalam Buku ke-1KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat 
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umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim 

yang terdiri dari berbagai elemen, yakni : 

a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu 

akibat terhadap pelakunya; 

b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang 

telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan; 

c. Hal dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada 

seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan 

atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur 

ketidaksengajaan; 

d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum. 

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan 

sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang 

berbunyi : 

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; 

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena 

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan 

ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu 

percobaan.”    
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Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa 

berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :  

a. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata geest 

vermogens yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah 

idiot, imbicil. 

b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang 

tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa 

setelah dihinggapi penyakit-penyakit tertentu umpanya pernah 

mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. 

Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata Ziekelijk storing 

der verstandelijk vermogens. Yang dapat masuk dalam ketegori ini 

adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa 

lainnya.   

Selain dari beberapa hal di atas, unsur-unsur tindak pidana dapat juga dilihat 

dari : 

1. Sudut teoritis 

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu : (Adami 

Chazawi. 2005) 

1. Menurut Molejanto unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang 

dilarang (oleh aturan hukum ), dan ancaman pidana ( bagi yang 

melanggar larangan). 

2. Menurut R.Tresna unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan / 

rangkaian perbuatan ( manusia ), yang bertentangan dengan 
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peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan 

penghukuman. 

3. Menurut Schravendijk merinci unsur- unsur tindak pidana sebagai 

berikut: 

a. Kelakuan (orang yang) 

b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum 

c. Diancam dengan hukuman 

d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) 

e. Dipersalahkan / kesalahan 

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam RUU (Adami Chazawi. 2005) 

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang 

masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada 

unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah 

laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Dari 

rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 

11 unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur tingkah laku 

b. Unsur melawan hukum 

c. Unsur kesalahan  

d. Unsur akibat konstitutif 

e. Unsur keadaan yang menyertai 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
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h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 

i. Unsur objek hukum tindak pidana 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan 

hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. 

Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau 

subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin 

manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan 

dan keadaan- keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek 

tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang 

mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. 

2.5.  Pengertian dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan  

Menurut Hazawinkel-Suringa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua 

syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang 

disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara 

mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. (Wirjono 

prodjodikoro, 2013: 123)  

Tindak pidana penganiayaan atau mishandelingitu diatur dalam Bab XX 

Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam bentuknya yang 

pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5)Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana  dan rumusannya berbunyi sebagai berikut:  
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1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan 

delapan bulan atau dengan pidana denda setinggitingginya tiga rupiah 

(sekarang empat ribu lima ratus rupiah).  

2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang 

bersalah dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.  

3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah 

dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.  

4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.  

5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.   

Dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas itu, 

orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai 

penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan 

itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan 

(orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.  

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau 

menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan 

seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang 

tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:  

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain  

2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau  

3. Merugikan kesehatan orang lain.  

Dengan kata  lain menurut Lamintang dan Theo Lamintang,( 2010: 131-

132) mengemukakan  
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“Orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk 

menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada 

tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.  

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara (Adami Chazawi, 2010: 10), 

mengemukakan  

“Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.” 

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) 

dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yakni:  

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).  

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)  

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)  

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)  

5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)  

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas 

tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).  

2.6. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP  

Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  menegaskan  

“Bahwa orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya tujuh tahun jika:  

1. Ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau  

2. Kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh.” 

  

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana tersebut hanya ingin menegaskan, jika seseorang yang 
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telah turut serta dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-

sama dengan orang lain secara terbuka terhadap orang-orang atau terhadap 

barang-barang seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal; 170 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana itu ternyata dengan sengaja telah 

menghancurkan barang-barang kepunyaan orang lain, atau jika kekerasan yang 

ia lakukan itu telah menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya, maka 

ia dapat dijatuhi pidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun (Lamintang 

dan Theo Lamintang, 2010: 364).  

Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undangundang Hukum 

Pidana adalah sebagai berikut:  

1. Barang siapa. Barang siapa dalam rumusan hukum adalah setiap orang atau 

badan hukum yang mampu melakukan perbuatanperbuatan hukum sebagai 

pemangku hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan  

perbuatannya tersebut dihadapan hukum.  

2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.Menggunakan 

kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 

secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menendang dll. 

Kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang. Melakukan 

kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk 

mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, Pasal 211, Pasal 212 

KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, 1986: 147).  

3. Mengakibatkan luka-luka.Tindakan kekerasan yang dilakukan haruslah 

mengakibatkan luka-luka.  
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4. Dengan terang-terangan.Kata “dengan terang-terang” dalam naskah aslinya 

ditulis dengan istilah “openlijk”Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat 

diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang 

berlainan dengan openbaar atau “di muka umum”. Secara terang-terangan 

berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup 

apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975).  

5. Dengan tenaga bersama.Unsur dengan tenaga bersama atau met vereenigde 

krachtenmemerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling 

menolong dalam melakukan kekerasan.  

Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama-

sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut:  

a. Melakukan kekerasan  

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut soesilo, 

(1996:98) yaitu  

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan 

tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan 

sebagainya.”  

 

b. Bersama-sama  

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan 

oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya 

mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak 

dapat turut dikenakan Pasal ini.    
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c. Terhadap orang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, 

meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri 

atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-

upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga  

terjadi.  

d. Dimuka umum  

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang 

dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka 

umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.  

 



33 
 

2.5. Kerаngkа Pemіkіrаn 

 

 

  

Dasar hukum 

Pasal 170 KUHP 

Berkurangnya tindak pidana 

penganiayaan 

TinjauanuKriminologis TerhadapuTindak 

Pidana penganiayaan ( Studi di Polres 

Pohuwato 

Faktoruyang mempengaruhiuterjadinya 

tindakupidana penganiayaan 

Upaya  Polres Pohuwato dalam 

menanggulangi penganiayaan 
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2.6. Defenisi Operasional 

 

1. Kriminologi adalah Kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya adalah 

kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal  

2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan 

undang undang pidana. 

3. Kepolisian resor adalah Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur 

komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian 

Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). 

"Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota 

provinsi. 

4. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), 

rasa sakit, atau luka.  

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
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BАB ІІІ 

METODE PENELІTІАN 

 

3.1. Jenіs dаn Sіfаt Penelіtіаn 

Penelіtіаn yаng аkаn dіlаksаnаkаn oleh penelіtі menggunаkаn metode 

penelіtіаn hukum yаng berfokus pаdа tіpe penelіtіаn empіrіs yаng lebіh 

memusаtkаn penelіtіаn menggunаkаn dаtа prіmer yаng lаngsung dіdаpаt dаrі 

lаpаngаn. Аdаpun dаtа prіmer dіdаpаtkаn dengаn cаrа wаwаncаrа lаngsung dengаn 

pаrа nаrаsumber tekаіt dengаn permаsаlаhаn yаng аkаn penulіs jаwаb nаntіnyа. 

Penelіtіаn empіrіs lebіh mengutаmаkаn dаtа fаktuаl yаng relevаn.  

3.2. Lokаsі Penelіtіаn 

Untuk mengumpulkаn segаlа dаtа penting gunа terjаwаbnyа hаsil penelitiаn 

ini mаkа dаlаm proposаl ini penulis аkаn melаksаnаkаn penelіtіаn іnі  pаdа 

POLRES Pohuwаto, dіpіlіhnyа lokаsі tersebut kаrenа pertіmbаngаn obyektіf, 

аntаrа lаіn di lokаsi tersebut telаh menаngаni kаsus tindаk pidаnа penganiayaan. 

Selаin itu dаpаt mendukung pengumpulаn dаtа-dаtа yаng dіbutuhkаn penulіs gunа 

menyempurnаkаn hаsіl penelіtіаn nаntіnyа.   

3.3. Jenіs dаn Sumber Dаtа 

Penelіtіаn іnі menggunаkаn sumber dаtа utаmа yаіtu dаtа prіmer, yаknі dаtа 

yаng dіperoleh lаngsung dаrі lаpаngаn berupа hаsіl wаwаncаrа dengаn 

neаrаsumber yаng terkаіt dengаn judul dааm penulіsаn іnі yаng dіdukung dengаn 

sumber dаtа sekunder. Dаtа sekunder yаng dіgunаkаn yаіtu berаsаl dаrі perаturаn 

perundаng-undаngаn dаn yurіsprudensі yаng memuаt tentаng ketentuаn-ketentuаn.  
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Dіsаmpіng іtu, penelіtі jugа memаnfааtkаn bаhаn-bаhаn lаіnnyа, mіsаlnyа 

rаncаngаn perаturаn perundаng-undаngаn, nаskаh аkаdemіs, hаsіl-hаsіl penelіtіаn, 

buku-buku, hаsіl semіnаr, mаjаlаh іlmіаh dаn medіа mаssа.  

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Penyidik Polres 

Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Penyidik Polres 

Pohuwato 3 orang. 

3.5. Teknіk Pengumpulаn Dаtа 

Sesuаі dengаn penggunааn dаtа Prіmer yаng dіdukung dengаn dаtа sekunder  

dаlаm penelіtіаn іnі, аkаn dіusаhаkаn untuk mengumpulkаn dаtа sebаnyаk 

mungkіn dengаn cаrа sebаgаі berіkut :  

1. Dаtа Prіmer 

Pengumpulаn dаtа prіmer dіlаkukаn dengаn cаrа wаwаncаrа (іntervіew) 

dengаn nаrаsumber berdаsаrkаn pokok-pokok pertаnyааn yаng berkаіtаn 

lаngsung dengаn permаsаlаhаn dаlаm penelіtіаn іnі. 

2. Dаtа Sekunder. 

a) Dаtа Kepustаkааn ( Lіbrаry Reаseаrch) 

Pengumpulаn dаtа аkаn dіlаkukаn dengаn mengаdаkаn 

pengumpulаn, pengkаjіаn dаn pengolаhаn secаrа sіstemаtіs terhаdаp 

lіterаtur perаturаn perundаng-undаngаn mаupun kаrаngаn іlmіаh 

sebаgаі penunjаng teorі dаlаm penulіsаn sertа pembаhаsаn hаsіl 

penelіtіаn. 

b) Studі Dokumen 
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Dіlаkukаn dengаn memаhаmі dаtа-dаtа yаng berkаіtаn lаngsung 

dengаn judul penelіtіаn. 

3.6. Teknіk Аnаlіsіs Dаtа 

Аnаlіsіs dаtа аdаlаh lаngkаh terаkhіr dаlаm usаhа merаngkаikаn hаsil 

penelitiаn yаng di dаpаt lаngsung dаri lаpаngаn. Segаlа dаtа yаng telаh peneliti 

dаpаn аkаn segerа di аnаlisis dengаn menggunаkаn cаrа kuаlitаtif dаn аkаn di 

deskripsikаn secаrа komprehensif аgаr nаntinyа terjаwаb semuа rumusаn mаsаlаh 

sesuаі dengаn fаktа dі lаpаngаn.  

  



38 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten 

Pohuwato 

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi baik di 

daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Mudahnya konflik yang terjadi di 

masyarakat tentunya dapat memicu tindak pidana tersebut terjadi.  

Doktrin menafsirkan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 

orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak 

(Adami.2001:12). Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan pada penganiayaan 

lebih sempit dan lain dengan kesengajaan pada pembunuhan, dimana kesengajaan 

dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP) termasuk dalam 3 bentuk kesengajaan, 

yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai 

kemungkinan. (Adami.2001:13) 

Pembuktian atas “penganiayaan” cukup, apabila termuat, bahwa : pelaku 

telah sengaja melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat 

menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh, sebagai tujuan atau kehendak dari 

si-pelaku. Penganiayaan dalam KUHP diatur dalam BAB XX Buku II Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 6 (enam) macam penganiayaan, 

yaitu : 

1. Penganiayaan biasa/bersahaja (Pasal 351 KUHP); 
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2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP); 

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP); 

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP); 

5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP); 

6. Penganiayaan terhadap objek khusus, yang memberatkan (Pasal 356 

KUHP); 

Kasus penganiayaan bukanlah menjadi suatu kasus yang jarang terjadi di 

Kabupaten Pohuwato. Kasus penganiayaan mudah terjadi apabila terdapat 

ketersinggungan antara para pelaku dengan para korban yang tidak dapat dihindari. 

Penganiayaan seperti telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya bahwa telah terbagi 

dalam beberapa jenis, yakni penganiayaan ringan, berat, menyebabkan mati 

seseorang, dan berencana. 

Penganiayaan bukanlah jalan menyelesaikan masalah namun pada 

kenyataannya cara ini selalu ditempuh apabila dibarengi dengan emosi pelaku yang 

tidak terkontrol. Tindak pidana penganiayaan setiap tahun pasti terjadi di Wilayah 

hukum Polres Pohuwato, karena heterogennya masyarakat yang berasal dari 

berbagai suku, budaya maupun kultur. Kemajemukan masyarakat dan interaksi 

masyarakat yang sesuai dengan kepentingannya memudahkan terjadinya gesekan 

baik karena dendam pribadi maupun pengaruh dari minuman keras atau  hal 

tersebut terjadi karena benturan kepentingan dan  penyakit – penyakit di 

masyarakat.  
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Penganiayaan yang ditangani oleh penyidik Polres Pohuwato selama 2 

tahun terakhir hanya berkisar di dua jenis yakni penganiayaan ringan dan 

penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. 

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapat di Polres Pohuwato berikut ini 

adalah rincian jenis tindak pidana penganiayaan : 

Tabel. 1 Data Kasus Penganiayaan Di Polres Pohuwato Tahun 2018 

 

No Bulan Jumlah Kasus  

1 Januari 4 

2 Februari 8 

3 Maret  4 

4 April  7 

5 Mei 2 

6 Juni 5 

7 Juli 3 

8 Agustus 5 

9 September 3 

10 Oktober 4 

11 November 3 

12 Desember 5 

Jumlah 52 

Sumber : Polres Pohuwato 2021 

 

 Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 telah terjadi 52 

kasus tindak pidana penganiayaan yang mana angka tertinggi kasus pengaiayaan 

tejadi pada bulan februari sebanyak 8 kasus. Pada bulan april  sebanyak 7 kasus. 

pada bulan juni, agustus, dan desember sebanyak 5 kasus. Januari, Maret dan 

oktober sebanyak 4 kasus. Juli, September November sebanyak 3 kasus dan Mei 

sebanyak 2 kasus.  

 Pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus sebanyak 33 kasus. adapun 

rincian jumlah kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Data kasus penganiayaan di Polres Pohuwato tahun 2019 

No Bulan Jumlah Kasus  

1 Januari - 

2 Februari - 

3 Maret  4 

4 April  5 

5 Mei 3 

6 Juni 4 

7 Juli 4 

8 Agustus - 

9 September 2 

10 Oktober 1 

11 November 8 

12 Desember 2 

Jumlah 33 

Sumber : Polres Pohuwato 2021 

  

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka tertinggi kasus 

penganiayaan terdapat pada bulan November sebanyak 8 kasus. pada bulan april 

terjadi 5 kasus. Bulan Maret, juni dan juli terjadi 4 kasus. Bulan september dan 

desember terjadi 2 kasus, Oktober sebanyak 1 kasus dan bulan Januari, februari, 

dan agustus tidak terjadi kasus penganiayaan. 

Kasus penganiayaan yang terjadi tentunya memliki kualifikasi yang dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

 

Tabel. 3 Jenis kasus penganiayaan tahun 2019 

No. Bulan P. 

Berat 

P. 

Ringan  

P. 

Mnyb 

Mati 

P. 

Berencana 

Jumlah 

kasus 

1 Januari - - - - - 

2 Februari - - - - - 

3 Maret  - 4 - - 4 

4 April  - 5 - - 5 

5 Mei - 3 - - 3 

6 Juni - 4 - - 4 
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7 Juli - 3 1 - 4 

8 Agustus - - - - - 

9 September - 2 - - 2 

10 Oktober - 1 - - 1 

11 November - 7 1 - 8 

12 Desember - 2 - - 2 

Jumlah - 31 2 - 33 

Sumber : Data Polres Pohuwato 2021 

 Dari data diatas dapat diketahui penganiayaan berat dan penganiayaan 

berencana tidak terdapat dalam laporan kepolisian, dari jumlah 33 kasus yang 

terjadi dalam kurun waktu tahun 2019 terjadi 31 kasus tindak pidana penganiayaan 

ringan dan 2 kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban 

meninggal dunia. Pada tahun selanjutnya terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 

31 kasus atau menurun 2 kasus yang dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel. 4 Data Jumlah kasus penganiayaan tahun 2020 

No. Bulan Jumlah Kasus  

1 Januari 1 

2 Februari 6 

3 Maret  4 

4 April  3 

5 Mei 1 

6 Juni 5 

7 Juli 2 

8 Agustus 2 

9 September 1 

10 Oktober - 

11 November - 

12 Desember 1 

Jumlah 31 

Sumber : Polres Pohuwato 2021 

 

Dari data diatas pada tahun 2020 terjadi 31 kasus dengan jumlah kasus 

terbanyak addalah pada bulan februari yaitu 6 kasus. Bulan juni sebanyak 5 kasus. 

bulan Maret sebanyak 4 kasus. Bulan April 3 kasus. Bulan juli dan agustus 
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sebanyak 2 kasus. bulan Januari, mei, september dan desember sama sama terjadi 

1 kasus dan bulan oktober dan november tidak ada kasus pengaiayaan yang 

dilaporkan. 

Mengenai jenis kualifikasi kasus penganiayaan yang terjadi dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tebel 5. Jenis Kasus Penganiayaan Tahun 2020 

No. Bulan P. Berat P. Ringan  P. Mnyb 

Mati 

P. 

Berencana 

Jumlah 

kasus 

1 Januari - 1 - - 1 

2 Februari 1 5 - - 6 

3 Maret  - 4 - - 4 

4 April  - 2 1 - 3 

5 Mei - 1 - - 1 

6 Juni - 5 - - 5 

7 Juli - 1 1 - 2 

8 Agustus - 2 - - 2 

9 September - 1 - - 1 

10 Oktober - - - - - 

11 November - - - - - 

12 Desember - - 2 - 2 

Sumber : Polres Pohuwato 2021 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa laporan mengenai penganiayaan 

berencana tidak pernah dilaporkan ke Polres Pohuwato. penganiayaan berat 

terdapat satu kasus, penganiayaan menyebabkan mati sebanyak 2 kasus dan 

sisanya adalah penganiayaan yang ringan.  

Kasus penganiayaan tentu akan terus terjadi karena pada dasarnya pemicu 

tindak pidana tersebut akan terus ada. Pada awal tahun 2021 polres pohuwato 

melalui unit reskrim telah menangani beberapa kasus penganiayaan yang dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 6.  Data Jumlah kasus penganiayaan tahun 2021 

No Bulan Jumlah Kasus  

1 Januari 4 

2 Februari 1 

Jumlah 5 

Sumber : Polres Pohuwato 2021 

 

Berdasarkan data diatas dapatlah diketahui bahwa pada awal tahun 2021 

dapat dilihat bahwa telah terjadi sebanyak  5 kasus penganiayaan yang mana padda 

bulan Januari telah terjadi 4 kasus dan februari sebanyak 1 kasus.  

Apabila dilihat dari perolehan data diatas jumlah kasus tersebut tidak dapat 

dikategorikan sebagai jumlah keseluruhan kasus yang pernah terjadi namun sebagai 

jumlah kasus yang pernah dilaporkan pada Reskrim Polres Pohuwato. penulis 

mengatakan demikian karena tindak pidana penganiayaan ada yang dilaporkan dan 

adapula yang telah diselesaikan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku. 

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak IPTU SAIFUL KAMAL, S.TK, 

S.IK Kasat Reskrim Polres Pohuwato  bahwa terjadinya tindak pidana 

penganiayaan di Kabupaten Pohuwato seperti Rendahnya Pendidikan, sehingga 

mereka tidak tahu bahwa ternyata apa yang dilakukan itu salah, Lingkungan, karena 

masyarakat sekitar tidak peduli dgn norma, aturan dan sikap perilaku dalam 

lingkungan masyarakat itu sendiri. Agama, nilai-nilai agama belum tertanam kuat 

dalam masyarakat. Miras, menjadi pemicu dari ketiga faktor tersebut diatas. 

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak BRIPKA ERIS NOVIANTO SH 

bahwa dikabupaten Pohuwato yang sering menjadi Faktor penyebab terjadinya 
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tindak pidana penganiayaan adalah pengaruh Minuman Keras, selain itu adalah 

faktor Ekonomi. 

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Pada dasarnya faktor faktor yang 

dapat menyebabkan seseorang hingga melakukan tindak pidana penganiayaan 

dapat dipahami dalam beberapa faktor. Yang pada intinya beberapa faktor tersebut 

berasal dari luar diri pelaku seperti faktor lingkungan dan ekonomi ataupun dari 

dalam diri pelaku seperti sifat dasar atau perkembangan psikologis dari pelaku. 

Adapun beberapa faktor yang dapat penulis jabarkan yaitu : 

1. Faktor lingkungan  

Lingkungan sebagai tumbuh dan berkembangnya seseorang dari sejak kecil 

sampai pada dewasa pastinya akan memberikan pengaruh terhadap kematangan 

atau kesiapan mental seseorang dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah.  

Berbagai teori dari pakar kriminologi yang selalu mengaitkan lingkungan 

sekitar terhadap penyebab kejahatan. Menurut Tarde (Made Darma Weda 1996:20) 

:“teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh fakor 

disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya 

pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta 

penemuan teknologi.” 

Faktor lingkungan sebagai salah satu faktor yang sangat besar dan 

berpengaruh terhadap kejahatan – kejahatan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. 

Seperti yang dikatakan oleh  Bapak IPTU SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK yaitu: 

“dari hasil pemeriksaan tersangka yang yang didapat pada saat penyelidikan dan 
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penyidikan dapat diketahui rata rata terjadinya penganiayaan dipengaruhi oleh 

faktor tempat tinggal dari si terdakwa.  

Dari hasil penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh wandi tagan (2020: 

45) mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan bahwa keadaan lingkungan 

sangat mempengaruhi tindak pidana penganiayaan selain itu pada umumnya pelaku 

penganiayaan adalah laki laki, namun di wilayah Kabupaten Pohuwato tidak hanya 

pelaku laki – laki namun terdapat juga pelaku perempuan. Memang pada dasarnya 

perbuatan penganiayaan tidak mensyaratkan seorang laki – laki saja dapat menjadi 

pelaku atau korban, namun perempuan pun ketika keadaan memungkinkan dapat 

melakukan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan data tahun 2019 bahwa 

pelaku penganiayaan laki laki sebanyak 27 orang, perempuan 5 orang dan 1orang 

pelaku tidak diketahui. Sedangkan korban 7 orang perempuan dan sisanya 26 orang 

laki laki. 

Keadaan lingkungan identik pula dengan lingkungan pergaulan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Manan M Datau bahwa 

“Motif atau latar belakang seseorang melakukan tindak pidana 

penganiayaan di Kabupaten Pohuwato adalah pengaruh minuman Keras 

atau karena dendam. Hal ini dapat diketahui dari hasi Berita Acara 

Pemeriksaan Pelaku.” 

Lingkungan dalam faktor ini dapat juga menyangkut lingkungan keluarga. 

Seperti dikatakan sebelumnya Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama 

seseorang memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas 

nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik 

dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam 

bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang 
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berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Di sisi lain 

lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila 

dalam keluarga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. 

Hal ini menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam 

keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari 

kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya. Pada saat itulah lingkungan 

pergaulan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. kebanyakan 

seseorang melakukan kejahatan karena kurangnya penanaman nilai dalam keluarga 

sehingga dalam pergaulan mudah terjerumus. Apalagi jika seseorang bergaul 

dengan kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai penjahat, maka secara 

perlahan orang tersebut juga akan menjadi jahat dan melakukan tindak premanisme 

khususnya penganiayaan sebagai pelampiasan kepenatan yang diperoleh di 

lingkungan keluarga. Terkhusus di Kabupaten Pohuwato, lingkungan keluarga 

menjadi hal paling mendasar seseorang menjadi jahat karena merasa tidak 

mendapat perhatian sehingga dalam pergaulan seseorang mencoba mencari 

kepuasan yang tidak jarang dengan melakukan tindak kriminal. 

2. Faktor Dalam Diri Pelaku  

Dalam diri pelaku  seringkali terdapat perasaan yang ingin lebih dibanding 

orang lain. Hal ini dapat saja dalam bentuk merasa lebih hebat dan lebih berani dai 

orang lain. Apalagi orang tersebut memiliki  sifat yang mudah untuk tersinggung 

dan melebih lebihkan masalah kecil sehingga dapat berujung pada perkelahian atau  

penganiayaan hanya untuk membuktikan keberanian dan kehebatannya 
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Seperti pengalaman dari peneliti selama bertugas pada Polres Pohuwato bahwa 

pernah kami temui seorang pelaku yang memukul atau menganiaya korban karena 

merasa tertantang atau merasa tersinggung krena perkataan temannya. Sehingga dia 

menantang korban untuk berkelahi sehingga berlanjut sampai pada tidak terimanya 

korban dianiayaa. 

Pernyataan diatas seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020 adapun pelaku 

penganiayaan adalah STINGKI BOTUTIHE Adapun penyebab terjadinya 

penganiayaan tersebut menurut pelaku  bahwa : Pada saat itu saya hanya ingin 

mengamankan lelaki STINGKI BOTUTIHE karena ingin memukul teman saya 

yang bernama lelaki ARI dan lelaki STINGKI BOTUTIHE mengatakan kepada 

saya dengan kalimat seperti ini kenapa kamu ingin berkelahi dengan saya" dan saya 

menjawabnya dengan kalimat seperti ini " tidak, saya tidak ingin berkelahi karena 

kita adalah keluarga" karena saya hanya bertujuan untuk mengamankan dan tiba-

tiba lelaki STINGKI BOTUTIHE memukul saya di bagian hidung dan telinga 

sehingga saya membalsnya dan terjadi perkelahian antara saya dengan lelaki 

STINGKI BOTUTIHE. 

Kronologis  kejadiannya sebagai berikut : 

Awalnya pada hari sabtu tanggal 17 bulan Oktober 2020 pukul 22.00 Wita 

saya bersama teman-teman sekitar ada 7 (tujuh) kendaraan bermotor ingin pulang 

dari kec Buntulia ke arah kec Paguat dan setelah Kecamatan marisa tepatnya di 

lampu merah blokplan marisa Kabupaten Pohuwato saya bertemu dengan lelak 

menyapanya kemudian lelaki STINGKI BOTUTIHE menghiraukanya dan tidak 
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lama kemudian lelaki STINGKI BOTUTIHE jatuh dari motor yang saya tidak tahu 

penyebabnya dan terus berdiri dan ingin memukul temannya saya yang bernama 

lelaki ARI melihat hal tersebut saya ingin mengamankannya dan lelaki STINGKI 

BOTUTIHE mengatakan kepada saya dengan kalimat seperti STINGKI 

BOTUTIHE dengan Lelaki RAHMAD DEBILO dan ini " kenapa kamu ingin 

berkelahi dengan saya" dan saya menjawabnya dengan kalimat seperti ini " tidak, 

saya tidak ingin berkelahi karena kita adalah keluarga" karena saya hanya bertujuan 

untuk mengamankan dan tiba-tiba lelaki STINGKI BOTUTIHE memukul saya di 

bagian hidung dan saya belum membalasnya saya hanya mengatakan bahwa semua 

ini tidak berguna dan saya menghidupkan motor saya untuk pergi meninggalkannya 

untuk menghindari terjadinya perkelahian dan tiba-tiba lelaki STINGKI 

BOTUTIHE memukul saya di bagian telinga karena saya sudah merasa malu dari 

sakit saya membalasnya dengan cara meninju menggunakan tanggan terkepal 

sebelah kanan yang mengenai bagian wajah yang saya sudah tidak tahu berapa kali 

saya memukulnya kerena pada saat itudan terjadi perkelahian antara saya dengan 

lelaki STINGKI BOTUTIHE kami sudah saling pukul satu sama lain yeng 

menyebabkan lelaki STINGKI BOTUTIHE jatuh kedalam selokan, melihat hal 

tersebut saya meninggalkannya dan saya dengan teman- teman pulang menuju 

rumah yang berada di Kecamatan Paguat dan setelah saya berada di halte dekat toko 

seng kecamatan paguat saya di datangi oleh lelaki STINGKI BOTUTIHE dan 

menunjuk-nunjuk saya sambil mengatakan OH BO DISINI NGANA AA, DISINI 

TORANG BAKU TANAM,BAKU ABIS, dan saya mengatakan " BEKENG APA 

INI UTI BEKENG MALU TIDAK PUAS ADA BAKALAE KAMARI DISANA 
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INI, kemudian lelaki STINGKI BOTUTIHE ingin memukul saya melihat hal 

tersebut saya tidak tinggal diam langsung memukulnya dengan cara meninju 

menggunakan tanhgan terkepal sebelah kanan dan kami sudah saling pukul 

sehingga lelaki STINGKI BOTUTIHE sudah memintah maaf dan mengaku kalah 

dan salah mendengar hal tersebut saya meninggalkanya dan saya kembali kerumah. 

Selain dari hal diatas, perasaan dendam dan muudah sakkit hati  juga sering 

menjadi penyebab seseorang melakukan penganiayaan. Sakit hati merupakan 

penyakit yang kerap kali gampang untuk muncul dari dalam diri seseorang ketika 

seseorang tersebut memiliki sifat egoisme yang sangat tinggi. Hal tersebut mudah  

terpicu jika terdapat keadaaan, perbuatan ataupun perkataan dari seseorang baik 

teman, saudara atau bahkan orang yang tidak dikenalinya. Apabila telah sakit hati 

maka akan membuat pelaku tersinggung. Pelampiasan marah sering menjadi bentuk 

yang berujung pada penganiayaan.  

Perasaan sakit hati dapat juga dipicu oleh dendam yang mungkin telah lama 

disimpan oleh pelaku. Faktor ini dapat pula menjadi satu dari penyebab terjadinya 

tindak pidana penganiayaan biasa bahkan sampai pada berat, pada dasarnya 

terjadinya dendam ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman diantara individu 

ataupun kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan 

konflik dan akibat dari konflik ini terjadilah dendam. Proses terjadinya dendam 

seperti yang diuraikan di atas adalah konflik yang didasarkan pada pola pikir 

individu yang berbeda-beda dan merupakan suatu pergeseran nilai yang 

mengakibatkan suatu tindakan pembalasan. Hal ini seperti dalam kasus berikut 

yang mana pelaku merasa tersingung bahkan merasa dendam kepada tersangka.  
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Apabila melihat kasusnya, penganiayaaan tersebut hanya  diawali oleh 

pengaruh minuman keras dan persoalan uang sebesar Rp. 10.000. adapun penyebab 

terjadinya kasus tersebut secara lengkap dapat diliihat dalam kronologis berikut : 

Pada hari tanggal dan buian vang sava sudah tidak ingat lagi tahun 2020 sekitar 

pukul 16.00 saya pergi kerumah lelaki EKI dengan mengendarai sepeda motor 

milik saya, sebab saya telah janjian dengan lelaki EKI untuk bermain waifi, namun 

ketika saya melewati depan rumahnya RONI RAHIM maka saya melihat ada lelaki 

IKBAL, IKI dan lelaki ANDI berada di rumahnya RONI RAHIM sedang minum 

cap tikus bersama OM ONI, sambil karaoke kemudian lelaki RONI RAHIM 

memberikan uang kepada saya Rp.15.000(lima belas ribu rupiah) untuk 

membelikan minuman maka saya ambil uang itu dan saya tambahkan 

Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah), kemudian saya meminta tolong kepada IKBAL 

untuk membeli minuman cap tikus, akan tetapi lelaki RONI RAHIM langsung 

mengambil uang itu lalu dia yang pergi membeli minuman dengan menggunakan 

sepeda motor milik IKBAL, lalu saya mengajak kepada lelaki IKBAL untuk 

mengambil leptop di rumah saya, sehingga kami berdua pergi mengambil leptop 

kemudian dating lagi kerumahnya RONI RAHIM terus karoeke dan kami minum 

minuman beralkohol , kemudian setelah minuman sudah habis, maka saya menaruh 

uang Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) di atas leptop dengan maksud supaya ada 

yang mau tambah uang untuk beli minuman, maka saya lihat OM ONI menambah 

uang Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah), tidak lama lelaki RONI bertanya kepada 

kami agar membunuh music dulu dimana sementara sholat magrib, setelah habis 

sholat magrib kami melanjutkan karaoke lagi dan setelah itu lelaki RONI meminta 
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maaf kepada kami yang sedang menyanyi dan minum dimana lelaki RONI mau 

membunuh music katanya sudah boleh itu, sehingga dia langsung mematikan misic 

dan saya lihat lelaki IKI langsung mengambil leptop kemudian saya lihat lelaki 

RONI keluar dari dalam rumahnya begitu juga teman - taman saya yakni 

lelakiIKBAL, lelaki DANDI, dan lelaki OM ONI keluar dari rumah lelaki RONI 

„Kemudian setelah di teras rumahnya RONI RAHIM Saya bertanya kepada IKBAL 

tentang uang milik saya sebesar Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) yang di kumpul 

untuk membeli minuman, lalu di jawab oleh IKBAL tidak usah di cari kalau sudah 

tidak ada, akan tetapi saat itu istrinya RONI RAHIM mendengar pada saat saya 

bertanya uang itu, sehingga ketika lelaki RONI RAHIM datang kerumahnya saat 

itu , tiba - tiba lelaki RONI RAHIM langsung menghampiri kepada saya yang 

berada di teras rumahnya RONI RAHIM, lalu laki RONI RAHIM berkata kepada 

" ngana mo bacari itu uang sepuluh ribu, uang itu so tidak ada, kenapa ngana 

keberatan, lalu saya jawab sapa keberatan " maka saat itu RONI langsung meninju 

di bagian wajah saya dengan tangan kanannya terkepal mengena di bagian pelipis 

mata kiri saya, maka saya terjatuh ke tanah lalu saya bangun dan saya melakukan 

pembalasan kepadanya dengan cara meninju sekali di bagian wajahnya dengan 

menggunakan tangan kanan saya terkepal , sehingga RONI RAHIM langsung 

berlari menuju kedalam rumahnya dan saya pun langsung melarikan diri kearah 

jalan bagian timur tembus ke lapangan dan saya lanjut lari kea rah jalan aspal, lalu 

dari belakang saya lelaki IKBAL juga berlari, selanjutnya saya bersama IKBAL 

pergi kerumahnya kepala dusun bernama UPIK sebab saya berfikir lelaki RONI 

RAHIM pasti akan mengambil barang tajam untuk mengejar saya, kemudian saya 
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meminta tolong kepada kepala dusun untuk mengambil motor saya yang tertinggal 

di parkir di depan rumahnya RONI RAHIM, maka kepala dusun pergi ke tempat 

kejadian mengambil sepeda motor milik saya lalu saya di panggil leh kepala dusun 

untuk pergi melaporkan kejadian itu di kantor polsek lemito, kemudian setelah saya 

bersama IKBAL dan Kepala dusun sampai di kantor polsek lemito, tidak lama saya 

melihat sudah banyak keluarga dari RONI RAHIM datang di kantor polsek lemito 

menyampaikan katanya RONI RAHIM sudah di bawa ke puskesmas lemito dan 

mau di rujuk ke rumah sakit marisa, 

Dari uraian singkat mengenai faktor diatas dapat diketahui bahwa faktor 

dari dalam diri pelaku sangat mendominasi dalam beberapa kasus yang terjadi di 

Kabupaten Pohuwato.  

3. Faktor ekonomi  

Faktor ekonomi selalu menjadi dasar atau alasan tindak pidana terjadi. 

Perekonomian disini erat kaitannya dengan persoalan penghasilan yang didapatkan 

seseorang atau keinginan untuk memiliki barang atau fasilitas sehingga 

menyebabkan seseorang terkadang harus melakukan pengancaman yang dapat 

berujung pada penganiayaan kepada seseorang. Persaingan usaha atau persaingan 

untuk mendapatkan konsumen atau masalah penghasilan yang didapatkan 

seseorang setelah melakukan pekerjaan. Keadaan - keadaan yang demikian dapat 

mempengaruhi pula kondisi psikologis seseorang bahkan dapat merujuk kepada 

kejahatan ataupun tindakan premanisme jalanan maupun premanisme terorganisir.   

Masalah kondisi ekonomi dapatlah berupa masalah pengangguran Karena 

sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk dan lain lainnya sehingga dapat 
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menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan 

sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh 

kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor 

utama yang menyebabkan munculnya preman yang tumbuh pesat setiap tahunnya.  

Selain itu mengenai keadaan ekonomi juga menyangkut persoalan bisnis 

atau usaha dari seseorang. Seperti dalam kasus yang terjadi yakni penganiayaan 

terhadap Didin Paramata. Mengenai penyebab dia melakukan tindak pidana yaitu : 

Karena Lelaki DIDIN PARAMATA menurunkan harga pasir yang ada di wilayah 

Pohuwato sehingga merusak harga pasir. Saya sudah sampaikan kepada Lelaki 

DIDIN PARAMATA agar tidak merusak harga pasir yang ada di Pohuwato namun 

Lelaki DIDIN PARAMATA tidak mendengarkan hal tersebut.  

kronologi kejadian Penganiayaan tersebut secara singkat dapat dilihat dalam 

pernyataan berikut : Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 09.30 

Wita saya sedang makan nasi kuninyio/ig kemudian saya melihat mobil Lelaki 

DIDIN PARAMATA melintas di hadapan saya melihat hal itu saya langsung 

mengejarnya dan memberhentikannya kemudian saya membuka pintu mobil 

tersebut dan langsung memukul paha dari lelaki DIDIN PARAMATA dengan 

menggunakan telapak tangan secara terbuka sebelah kanan kemudian saya 

menampar wajah tepatnya di telinga kiri menggunakan telapak tangan secara 

terbuka sebelah kanan setelah itu saya langsung melanjutkan perjalanan saya 
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4.2. Upаyа Kepolіsіаn Resor Pohuwаto Untuk Menаnggulаngі Tіndаk Pіdаnа 

Penganiayaan 

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres 

Pohuwato dalam berbagai bentuk meskipun  pada umumnya dan kejahatan 

penganiayaan tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh 

karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang 

berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik penganiayaan 

dalam hal ini delik penganiayaan, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pohuwato 

dapat digolongkan 2 (dua) upaya penanggulangan yaitu :  

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif 

Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah 

atau juga mengurangi kemungkinan terjadinnya hal-hal yang tidak diinginkan di 

masa mendatang. Tindakan ini dilakukan manusia baik secara pribadi ataupun 

berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin 

dapat terjadi.  

Seperti yang dilakukan oleh Polres Pohuwato menurut Bapak BRIPKA 

ERIS NOVIANTO SH bahwa karena miras terkadang menjadi faktor penyebab 

penganiayaan maka Polres Pohuwato melakukan patroli dan razia miras untuk 

menekan peredaran miras di kab.  Pohuwato 

2. Upaya penanggulangan secara represif  

Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinnya 

suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk atau tindakan yang dilakukan setelah 
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atau sesudah peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti pelanggaran. Tindakan represif 

itu dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui cara :  

a. Persuasif 

Tindakan ini merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang 

dilakukan dengan membujuk atau juga mengarahkan individu atau juga 

masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta juga norma yang 

berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan juga pengarahan.  

b. Koersif  

Suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Dengan 

kata lain, tindakan yang dilakukan dan mengendalikan sosial ini ialah 

dengan cara kekerasan serta juga memberi sanksi tegas. Berdasarkan 

hasil penelitian ini bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak 

Kepolisian Pohuwato, antara lain sebagai berikut:  

1. Memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga 

Pohuwato secara umum dan orang tua secara khusus yang 

merupakan program pihak Kepolisian. Kegiatan ini dilakukan 

diseluruh daerah dan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan 

Desa. Penyuluhan ini dilakukan langsung kepada masyarakat 

yakni orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling 

dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak 

melakukan tindak premanisme. Apalagi kejahatan premanisme 

lebih banyak dilakukan oleh anak muda yang masih dekat 

dengan keluarga.  
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2. Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke sekolah-

sekolah yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya di tingkat 

SMA karena usia tersebut sangat rentan dengan pergaulan yang 

bebas dan sangat mudah terpengaruh jika tidak dibimbing 

dengan baik.  

3. Menyediakan unit buser disetiap daerah di Kabupaten Pohuwato 

yang bertugas untuk berjaga-jaga jika terjadi kejahatan, hal ini 

juga dilakukan agar kesempatan masyarakat untuk melakukan 

kejahatan menjadi tertutup jika anggota Kepolisian ada 

ditengah-tengah masyarakat.  

Selain kegiatan – kegiatan tersebut diatas pihak kepolisian dalam hal ini 

yang berperan penting adalah Kamtibmas yang berusaha menjalankan peran dan 

motto kepolisian yang menjadi mitra masyarakat agar tercipta suasana yang 

kondusif dan tercipta kedekatan emosional antara masyarakat dengan Kepolisian 

demi tercapainya ketentraman dan kenyamanan. Selain upaya penanggulangan 

preventif diatas, pihak Kepolisian Pohuwato dan jajarannya juga melakukan 

tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi delik penganiayaan yang dilakukan oleh preman setelah 

terjadi tindak kriminal tersebut. Adapun upaya penanggulangan secara represif 

yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pohuwato, antara lain:  

1. Melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan kejahatan 

penganiayaan terhadap orang lain.  
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2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti serta 

upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut dan 

selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri 

untuk diproses.  

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kejahatan penganiayaan yang 

dilakukan di Polres Pohuwato, Menurut Bapak Irham Yasir bahwa pihak Kepolisian 

Pohuwato tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara 

lain:  

1. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya kejahatan 

penganiayaan seringkali takut meskipun sudah dilakukan penyuluhan-

penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang 

mungkin dialaminya apabila melaporkan kejahatan penganiayaan yang 

dialaminya atau yang diketahuinya.  

2. Masih terbatasnya anggota di Satreskrim Polres Pohuwato sehingga sulit 

untuk melacak seluruh kasus yang ada di daerah, serta seringkali tidak 

mampu bergerak cepat jika mendapatkan laporan tentang terjadinya 

tindak kejahatan.  

3. Menurut Bapak IPTU SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK, Hambatan yang 

ditemukan dalam memberantas tindak pidana penganiayaan di Kab. 

Pohuwato masih rendahnya pendidikan kemudian kurangnya niiai moral 

dan agama dimasyarakat.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

1. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana 

penganiayaan yaitu : 

a. Faktor lingkungan yakni Lingkungan pastinya akan memberikan 

pengaruh terhadap kematangan atau kesiapan mental seseorang dalam 

menghadapi atau menyelesaikan masalah.  

b. Faktor Dalam Diri Pelaku yakni Dalam diri pelaku  seringkali terdapat 

perasaan yang ingin lebih dibanding orang lain. Hal ini dapat saja 

dalam bentuk merasa lebih hebat dan lebih berani dari orang lain.  

c. Faktor ekonomi yakni Perekonomian disini erat kaitannya dengan 

persoalan penghasilan yang didapatkan seseorang atau keinginan 

untuk memiliki barang atau fasilitas sehingga menyebabkan seseorang 

terkadang harus melakukan pengancaman yang dapat berujung pada 

penganiayaan kepada seseorang.  

2. Upаyа Kepolіsіаn Resor Pohuwаto Untuk Menаnggulаngі Tіndаk Pіdаnа 

Penganiayaan dengan cara preventif dan represif melalui persuasif dan 

represif. 
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4.2. Saran 

1. Polres Pohuwato harus terus dengan gencar melakukan kegiatan 

peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat baik melalui upaya 

penyuluhan hukum maupun melalui kegiatan operasi operasi kamtibmas 

2. Pendekatan pendekatan secara persuasif harus ;ebih ditingkatkan karena 

dengan  cara persuasif lebih memudahkan polres pohuwato lebih dekat 

dengan masyarakat dan juga dapat meningkatkan citra kepolisian di 

hadapan masyarakat 
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